
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

BUPATI BULELENG 

                                                                                                                                                                                 

PROVINSI BALI 

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG 

NOMOR 800/ 424 /HK/2021 

TENTANG 

UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS 

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN 

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 

TAHUN 2021 

 

 
BUPATI BULELENG, 

Menimbang:   a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

 b. bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai Internal 

(TPI) melalui surat Nomor 700/457/ITDA/2021 Tanggal 19 

Juni 2021, Hal : Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona 

Integritas (PMPZI) Tahun 2021; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf  a dan huruf  b, perlu menetapkan Keputusan Bupati 

tentang Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2021; 

 

 

 

 



Mengingat:  1.    Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah 

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah  

dengan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah  

Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 671); 

4.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Buleleng Tahun 2020 Nomor 10); 

6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70) sebagaimana telah 

diubah  dengan  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor 11 Tahun  

 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 

(Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 11); 

 



 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :    

KESATU :  Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi 

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2021; 

KEDUA :   Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi 

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada 

diktum KESATU terdiri dari : 

I.  Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi : 

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Buleleng; 

b. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng; 

c. Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng; dan 

d. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng; 

II.  Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Buleleng; 

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran  2021; 

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Singaraja 

pada tanggal 30 Juni 2021 Juni  

BUPATI BULELENG, 

 

 

PUTU AGUS SURADNYANA 

Tembusan : 

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng; 

2. Inspektur Kabupaten Buleleng; 

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng; 

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Buleleng; 

5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng; dan 

6. Arsip. 

 

 


